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Abstract

Direct elections of the regional head of 2005-2006 were widely
criticized due to the persistence of money politics practices
and elites dominance in the electoral processes. To minimize
the problems, there are strong pressures to open opportunity
for independent candidates to provide an alternative for the
party proposed candidates. This article argues that the pos-
sible impact of independent candidacy for reforming electoral
processes and democratizing political party institution will
be very limited. Deeply rooted internal conflicts and prag-
matic coalition between political parties will be significant con-
straints for reform. Initiation of independent candidate will
be meaningless unless to be integrated into a wider electoral
and party reform.
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Pengantar

Proses demokratisasi yang dicanangkan sejak tahun 1999 telah
mengubah banyak prosedur berpolitik dan berpemerintahan di Indo-
nesia. Proses elektoral telah berubah dari ruang kompetisi yang sempit
dan dikontrol oleh negara menjadi kompetisi terbuka dengan kebebasan
politik yang tinggi. Pemilihan anggota legislatif yang selama Orde Baru
hanya diikuti oleh tiga partai politik yang hanya diperbolehkan oleh
negara, telah menjadi pemilu dengan sistem multi partai yang dimulai
pada pemilu 1999. Rekayasa penguasa untuk memenangkan Golkar
sebagai partai pemerintah tidak lagi bisa dilakukan dengan leluasa
karena proses pemilu sejak 1999 diselenggarakan oleh lembaga otonom
(Komisi Pemilihan Umum) secara jujur dan adil.!

Pada periode selanjutnya, perbaikan mekanisme elektoral juga
terjadi dalam proses pemilihan pemimpin lembaga eksekutif. Apabila
tradisi selama Orde Baru Presiden dipilih oleh para anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat, maka sejak tahun 2004 pemilihan Presiden
dilakukan secara langsung oleh rakyat. Partai politik atau gabungan
partai politik yang memenubhi syarat tertentu mempunyai kesempatan
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
kemudian dipilih oleh rakyat melalui pemilihan langsung.

Pilpres secara langsung yang diamanahkan oleh UUD? ini
kemudian diikuti oleh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara
langsung pula melalui penetapan UU No0.32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Mulai bulan Juni 2005, ratusan jabatan Kepala
Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang telah habis masa
jabatannya diisi melalui Pilkada Langsung.® Perubahan mekanisme

! Beberapa bacaan yang bisa membantu menjelaskan pergeseran ini antara lain

Kevin Raymon Evans (2003), Cornelis Lay (2006), Joko J. Prihatmoko (2003),
Muhammad Asfar (2006).

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden secara langsung ini merupakan
konsekuensi dari Amandemen UUD 1945. Pada pasal 6A disebutkan bahwa
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat. Amanah UUD ini kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan
UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3 Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada periode bulan Desember
2004-Mei 2005, diisi melalui Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung pada
bulan Juni 2005. Oleh karena itu, pada bulan Juni 2005 ini terdapat 7 Pilihan
Gubernur, dan 155 Pemilihan Bupati/Walikota.
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ini diharapkan oleh banyak pihak akan mengurangi kelemahan
makanisme pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Pilkada Langsung
diharapkan akan mengurangi praktek money politics yang banyak
dijumpai pada saat Pilkada oleh DPRD dan meningkatkan peran
langsung masyarakat luas dalam proses rekrutmen pejabat politik.

Kekecewaan terhadap Pencalonan Melalui Parpol

Sebagaimana telah disinggung di atas, pada saat pertama kali
dicanangkan Pilkada Langsung diharapkan akan memperbaiki proses
politik Pilkada tidak langsung yang berlaku pada masa sebelumnya.
Pilkada Langsung di Indonesia dilaksanakan dengan sejumlah harapan
untuk perbaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Harapannya,
Pilkada ini bisa lebih meningkatkan semangat pendalaman demokrasi
pada level lokal.* Dengan sistem ini masyarakat menjadi lebih memiliki
kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pemilihan
Kepala Daerah. Artinya, masyarakat memiliki kebebasan seluas-luasnya
untuk memilih sendiri siapa-siapa yang pantas menjadi Kepala
Daerahnya. Dengan demikian peran rakyat dalam rekrutmen politik
diharapkan bisa ditingkatkan.

Argumen lain yang mendasari inisiasi Pilkada secara langsung
ini adalah untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam sistem
pemilihan secara tidak langsung melalui DPRD". Pilkada secara
langsung dimaksudkan untuk meminimalisir praktek money politics yang
dipercaya terjadi secara meluas pada sistem pemilihan melalui lembaga
perwakilan.® Dengan sistem pemilihan langsung ini diharapkan money
politics bisa diminimalisir, dengan asumsi money politics akan lebih
sulit dilakukan karena pemegang hak suara adalah semua warga
negara yang memiliki hak pilih. Berbeda dengan sistem perwakilan di

4 Lihat misal Prihatmoko, Joko (2005)

> Sistem pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD melahirkan masalah, seperti
konflik antar jenjang organisasi parpol, money politics, dan konflik antar
parpol dengan massa. Lihat Sidik Pramono (2005), Djojosoekarto & Rudi
Hauter (ed, 2003).

¢ Walaupun tidak terdapat bukti hukum yang kuat, namun ada anggapan yang
luas dari sejumlah masyarakat bahwa kasus money politics banyak terjadi
pada tahap pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Daerah dengan sistem
perwakilan melalui anggota DPRD.
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mana pemegang suaranya adalah anggota parlemen yang jumlahnya
sedikit, pelibatan masyarakat luas secara langsung diharapkan
membawa semangat baru dalam kehidupan demokrasi dan akan
melahirkan pemerintahan yang lebih baik.

Namun, mengamati fenomena politik lokal sepanjang periode
2005-2006, publik Indonesia dikecewakan oleh kualitas proses elektoral
pada Pilkada Langsung tersebut. Money politics yang diharapkan bisa
diminimalisir melalui Pilkada Langsung, ternyata justru terjadi pada
skala yang lebih besar dan masif dibandingkan dengan Pilkada melalui
DPRD. Rakyat yang diharapkan mempunyai otonomi yang lebih besar
dalam mencalonkan dan memilih calon pemimpin yang diinginkan,
ternyata otonomi yang besar itu berada di tangan para elit parpol.
Adalah para elit parpol dan para sponsor politik yang mengendalikan
seluruh proses elektoral sehingga peran masyarakat luas selaku pemilih
menjadi sangat marjinal.” Penjelasan dominan terhadap sumber
permasalahan ini adalah desain elektoral Pilkada yang tidak tepat,
terutama pada monopoli partai politik dalam proses pencalonan Kepala
Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam UU No.32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pasangan calon Kepala Daerah hanya diajukan
oleh partai politik yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, kita perlu
melacak peta perdebatan pada saat perumusan UU No.32/2004 yang
mengatur tentang proses elektoral Pilkada Langsung tersebut.

Sejak awal proses perumusannya, UU yang mengatur pelak-
sanaan Pilkada ini menghadapi beberapa perdebatan serius. Isu sentral
pertama yang dipermasalahkan dalam perumusan UU ini adalah
pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkada antara pilihan pertanggung-
jawaban kepada KPU ataukah kepada pemerintah daerah melalui
DPRD. Dalam hal ini sempat terjadi perebutan wewenang antara KPU
dengan pihak pemerintah. Masing-masing telah menyiapkan argumen
pembenaran sendiri-sendiri. KPU misalnya, merasa bahwa Pilkada
secara substantif berada pada rezim pemilu, dan oleh karenanya hanya

7 Tlustrasi dramatik tentang fenomena ini bisa dilihat dalam disertasi doktor
yang ditulis Muhammad Nur (2006). Studi ini menampilkan sebuah kasus
Pilkada di kabupaten tertentu di Jawa yang menggambarkan peran dominan
bandar politik yang memilih calon Kepala Daerah, meminta parpol tertentu
untuk mendukungnya dan meminta parpol lain untuk tidak menampilkan
pesaing kuat, serta memobilisasi dukungan suara untuk calon tersebut.
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KPU yang berhak mengatur pelaksanaannya, dan KPUD seharusnya
bertanggungjawab kepada KPU. Hal ini juga sesuai dengan aturan
dalam UUD yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan
umum diatur oleh KPU, sebagai sebuah komisi yang bersifat mandiri,
permanen, dan nasional. Hal ini sekaligus sebagai wujud untuk
melanjutkan semangat reformasi untuk memandirikan pelaksanaan
Pemilu, dengan memisahkan rezim pemerintahan (DPR/D dan
Presiden/Kepala Daerah) dengan rezim pemilu (KPU/ KPUD).?

Di lain pihak, DPR menilai Pilkada tidak masuk dalam
terminologi pemilu, karena yang dinyatakan oleh UUD sebagai rezim
pemilu adalah pertama, pemilihan anggota legislatif pada semua level
pemerintahan baik pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota, dan
pemilihan anggota DPD yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali,
dan kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan segera
setelah pelaksanaan pemilu legislatif. Dengan demikian Pilkada tidak
termasuk dalam terminologi pemilu yang dimaksud oleh UUD. Dari
sisi alur sejarah, tidak masuknya Pilkada dalam terminologi pemilu ini
dapat dipahami mengingat pada saat amandemen konstitusi ini
berlangsung, Kepala Daerah masih dipilih oleh anggota DPRD. Dengan
alasan ini, pihak pemeriniah berpendapat bahwa Pilkada tidak
seharusnya dipertanggungjawabkan kepada KPU. Disamping itu,
sebagai upaya untuk memperkuat desentralisasi, otonomi, dan
demokrasi daerah, maka sudah selayaknya jika Pilkada
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah melalui DPRD.

Perdebatan ini sempat memperoleh perhatian khusus dari
masyarakat, bahkan pihak KPU juga membawa kasus ini ke Mahkamah
Konstitusi.’® Namun pada akhirnya UU menetapkan bahwa

$ Lihat]. Kristiadi, (2006). ‘Pilkada, Pers dan Perkembangan Demokrasi.’ Dalam
Amirudin dan A. Zaini Bisri (ed), hal. xiv-xix.

® Ibid,.

10 KPU bersama sejumlah LSM seperti Yayasan Pusat Reformasi Pemilu (Cetro),
Yayasan Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilihan Indonesia (Jamppi),
Yayasan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yayasan
Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesian
(Yappika), dan Indonesian Corruption Watch (ICW), beserta beberapa KPUD,
mengajukan permohonan pengujian UU No 32 tahun 2004 terhadap UUD
1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan bulan Januari
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pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkada diserahkan kepada
pemerintah daerah melaui DPRD. Keputusan ini dapat dilihat sebagai
bentuk desentralisasi Pilkada dengan konsekuensi pembiayaan
dibebankan pada APBD, terkecuali untuk Pilkada yang dilaksanakan
selama tahun 2005 yang disubsidi oleh pemerintah pusat. Oleh
karenanya, berbeda dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden
di mana keterlibatan KPUD dipertanggung jawabkan kepada KPU,
maka dalam Pilkada ini KPUD bertanggungjawab secara administra-
tif, khususnya dalam hal penggunaan anggaran, kepada DPRD.
Selanjutnya, fungsi KPUD sabagai pelaksana Pilkada akan diawasi
oleh Panwaslu Daerah yang dibentuk oleh DPRD.

Isu sentral berikutnya yang muncul dalam perdebatan
perumusan UU ini adalah peran partai politik dalam proses pemilihan
khususnya dalam proses pencalonan. Pada tahap awal perdebatan,
berkembang tiga macam opsi dalam proses pencalonan. Pertama, semua
kandidat adalah kandidat independen yang diusulkan dari kalangan
non-partai politik. Kedua, sebagian kandidat bisa dicalonkan dari jalur
independen, dan sebagian lagi adalah calon yang diusulkan oleh partai
politik. Ketiga, semua kandidat harus diusulkan oleh partai politik yang
memperoleh suara minimal tertentu pada pemilihan anggota legislatif.

Sejak awal perumusan UU, opsi pertama dari ketiga pilihan di
atas memang tidak populer. Sehingga pilihan yang ada pada saat itu
adalah opsi kedua yang memungkinkan diakomodirnya calon dari non-
partai maupun dari partai atau opsi ketiga yang hanya memberi
kesempatan kepada calon yang diusulkan oleh partai politik.
Sebenarnya, rancangan pertama UU yang diusulkan oleh pemerintah
melalui Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa kandidat Pilkada
dapat berasal dari jalur independen maupun dari calon yang diusulkan

2005. Kemudian pada sidang pengujian UU No 32 tahun 2004 di Mahkamah
Konstitusi Jakarta tanggal 16 Februari 2005, sejumlah ahli hukum dan Otonomi
Daerah seperti Prof. Frans Limahelu, Ryaas Rasyid, J. Kristiadi, Bivitri Susanti
meminta UU 32/2004 dibatalkan demi hukum. Ini dikarenakan sejumlah pasal
dalam UU Pilkada ini tidak konstitusional dan melanggar prinsip demokrasi
seperti pasal 57 yang memuat tentang keharusan KPUD mempertanggung-
jawabkan penyelenggaraan Pilkada kepada DPRD. “ UU Pilkada Dinilai harus
Dibatalkan Demi Hukum” 17 Februari 2005. (http://www.liputan6.com/

olitik /2id=95821)
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oleh partai politik. Sebagaimana yang disebutkan dalam isi draft

rancangan revisi UU No. 22/1999, versi tanggal 23 April 2003", yang

menerangkan bahwa kandidat Pilkada meliputi:
1. Pasangan kandidat diusulkan oleh satu atau lebih partai politik
yang memperoleh minimal 15% suara dalam pemilu anggota
legislatif terakhir.
2.  Pasangan kandidat yang memperoleh dukungan minimal 1% dari
total suara pemilih di daerah tersebut, yang dapat diusulkan oleh:
a. Minimal 1/10 dari anggota parlemen daerah yang partainya
tidak mengusulkan kandidat.

b. Kandidat itu sendiri.

c. Satu atau lebih partai politik yang tidak memperoleh kursi di
parlemen daerah.

d. Organisasi sosial atau profesional yang dikenal oleh hukum.

Pada kenyatannya, usul rancangan UU ini ditolak oleh DPR™.
Rumusan final tentang pengaturan pencalonan dalam Pilkada ini
menyebutkan bahwa kandidat Pilkada harus diusulkan oleh satu atau
gabungan partai politik yang memperoleh minimal 15% suara dalam
pemilu legislatif terakhir. Keputusan ini diambil dengan beberapa
argumen. Pertama, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses
pencalonan. Proses pencalonan untuk calon independen yang
mensyaratkan tanda tangan pendukung dari ratusan pemilih dan foto
kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinilai akan mengalami kesulitan
di beberapa wilayah pinggiran atau terpencil. Kedua, hal ini dimaksud-
kan untuk menghindari terjadinya pembengkakan jumlah kandidat
yang mungkin akan menyebabkan kesulitan dalam mengatur proses

! Draft rancangan revisi UU No. 22/1999, versi Departemen Dalam Negeri
tertanggal 23 April 2003.

12 Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga telah mengajukan
tuntutan agar rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) secara langsung menyertakan calon-calon independen, di
luar calon yang diajukan partai politik. Tujuannya, selain memberikan peluang
pada calon non parpol, hal ini dapat meminimalisir praktik politik uang yang
kerap terjadi dalam pilkada. Tuntutan ini terungkap dalam rapat terbatas
antara tim perancang UU DPD dan para pakar sistem pemerintahan di Jakarta
29/11 2004. “Calon Independen Diminta Dimasukkan dalam Peraturan

Pilkada”. 30 November 2004. (http:/ /www liputan6.com/politik /?id=90860)
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pemilihan. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat dalam proses
pencalonan masih dapat tetap dilakukan melalui partisipasinya dalam
proses pengambilan keputusan partai politik.

Akan tetapi argumen ini dimentahkan oleh berbagai masalah
yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia. Pada dasarnya, partai
politik di Indonesia memperoleh momentum emas untuk memperbaiki
dan mereformasi dirinya pada awal proses demokratisasi 1998-1999.
Apabila pilihan untuk menggunakan partai politik sebagai satu-satunya
pintu gerbang pencalonan ini sekedar dimaksudkan untuk menyeder-
hanakan proses pencalonan dan membatasi jumlah calon, maka
harapan ini mungkin sudah tercapai. Namun, dipakainya sistem ini
juga membawa konsekuensi terlalu dominannya peran partai, juga
banyaknya masalah lain yang timbul akibat dari oligarki partai.”® Hal
ini jauh lebih berbahaya bagi demokrasi daripada ketakutan akan
rumitnya proses pencalonan yang mensyaratkan tanda tangan dan
fotokopi KTP pendukung, serta membengkaknya jumlah calon.

Atas pertimbangan tersebut, macyarakat luas dan aktivis
masyarakat sipil serta politisi lokal yang tidak berada dalam jajaran
elit partai politik, mendesak agar calon independen diberi kesempatan
untuk berkompetisi dalam Pilkada. Calon independen yang dimaksud
di sini adalah pasangan calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati,
Walikota dan wakilnya) yang proses pencalonannya tidak melalui
partai politik sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32/2004.
Seseorang bisa dicalonkan atau mencalonkan diri untuk berkompetisi
dalam Pilkada jika memenuhi persyaratan tertentu, yang biasanya
berupa bukti dukungan dari masyarakat. Tulisan ini berusaha untuk
mengelaborasi, jika calon independen diberi kesempatan, apakah hal
ini akan membawa perubahan signifikan terhadap format dan produk
Pilkada sebagaimana yang telah didiskusikan di atas.

‘Calon Independen’ Telah Terjadi

Untuk melacak kemungkinan implikasi dibukanya calon
independen dalam Pilkada mendatang, tulisan ini akan mencoba untuk

3 Telah dikenal secara luas bahwa salah satu problema serius demokrasi
perwakilan adalah oligarki (Michels, Robert: 1984, Pratikno: 2002). Hal ini
juga terjadi dalam organisasi parpol di Indonesia, termasuk yang di tingkat
daerah (Haris, Syamsuddin: 2005; Koirudin: 2004; Romli, Lili: 2003).
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melihat apakah dalam Pilkada Langsung selama ini telah terdapat
indikasi peran ‘calon independen’. Tentu saja ‘calon independen’ yang
dimaksud di sini bukanlah calon pasangan Kepala Daerah yang
dicalonkan melalui jalur non-partai. Sebab, dalam Pilkada Langsung,
semua pasangan Kepala Daerah harus dicalonkan oleh partai politik.
Namun, tidak semua parpol atau gabungan parpol mencalonkan kader
parpol. Dalam prakteknya, banyak tokoh di luar partai politik yang
kemudian dicalonkan oleh satu atau gabungan partai politik. Fenomena
inilah yang walaupun secara formal adalah pasangan calon yang
diajukan oleh partai politik, namun secara substantif adalah ‘calon
independen’ yang kemudian diformalisasi oleh partai politik sebagai
pasangan calon yang diajukan oleh parpol.

Sebagaimana banyak diindikasikan oleh beberapa studi
sebelumnya'* bahwa dalam banyak kasus parpol tidak dalam posisi
yang mencalonkan pasangan calon. Peran parpol lebih dalam posisi
menyediakan legitimasi pencalonan, yang biasanya ditransaksikan
dengan pihak-pihak yang ingin dicalonkan atau ingin mencalonkan
seseorang menjadi Kepala Daerah. Dalam bahasa sehari-hari hal ini
sering dipresentasikan secara sinis dengan istilah ‘beli perahu’ (artinya
membeli formalitas parpol), ‘beli tiket’ (artinya memberi tiket
pencalonan), dan istilah-istilah lain dengan pengertian sejenis.
Monopoli parpol dalam pencalonan ini akhirnya dimanfaatkan oleh
elit partai sebagai ajang bisnis dengan memasang tarif milyaran ru-
piah bagi kandidat yang akan memakai partinya untuk maju dalam
proses pencalonan.’” Hal ini mengindikasikan bahwa individu politisi,
yang tidak selalu aktivis parpol, dalam posisi yang aktif dalam proses
pencalonan calon pasangan Kepala Daerah.

14 Disertasi doktor Muhamad Nur (2006) menunjukkan bahwa partai politik
yang posisi yang tidak aktif dibandingkan dengan pihak calon maupun
penyandang dana. Adalah pihak penyandang dana yang menentukan calon
yang diusungnya akan didukung oleh parpol yang mana.

5 Kapasitas finansial calon memegang peran penting bagi tawar menawar
antara kandidat dengan partai pengusung maupun dengan calon pemilih.
Seperti yang diangkat dalam tema diskusi Forum Politisi tentang Pragmatisme
Pilkada pada Oktober 2006 yang lalu. (http://forum-politisi.org /aktivitas/
article.php?id=232)
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Peran substansial parpol yang relatif terbatas dalam proses
pencalonan ini semakin terlihat dari hasil perolehan suara dalam
Pilkada. Parpol tidak dalam posisi yang menentukan dalam mobilisasi
dukungan terhadap pasangan calon Kepala Daerah yang diusungnya.
Tidak ada jaminan bahwa dukungan pemilih terhadap suatu partai
politik dalam pemilu legislatif akan bisa dipertahankan dalam Pilkada
Langsung. Bahkan angka swinging voters dan split voters cenderung
tinggi. Afiliasi pemilih justru menunjukkan inkonsistensi pilihannya
antara pemilu legislatif dengan Pilkada. Hal ini bisa dilihat dari
rendahnya dukungan yang diterima oleh pasangan calon yang diusung
partai-partai besar.

Banyak pasangan calon Kepala Daerah yang diusung oleh partai
besar seperti Golkar, dan PDIP yang justru mengalami kekalahan dalam
Pilkada. Sebaliknya, koalisi antar partai-partai kecil ternyata justru
dapat mengungguli partai-partai besar ini. Tabel berikut menggam-
barkan kemenangan koalisi partai-partai kecil dalam Pilkada 2005-
2006.

Tabel 1
Pemenang Pilkada dari Parpol Kecil
Dalam Beberapa Pilkada 2005-2006

N Daerah Parpol Pengusung % Suara DIm | % Suara DIm
o Pileg 2004 Pilkada
1 | Banyuwangi Koalisi 18 parpol kecil 14,7 % 39%
2 | Belitung Timur PNBK + PIB 7,3 % 37%
3 | Minahasa 16,14%
Utara PD+PKPI+PPD 41%
4 | Agam PBB+MERDEKA 8,9 % 40%
5 | Luwu Utara PPDK 14,5 % 47%
6 | Lingga PIB 7,15% 43%
7 | Poso PDS 22,5 % 42%
8 | Toli-Toli PP- 199 %
PANCASILA+PKPI 45%

Sumber: Diolah dari data KPU Pemilu Legislatif 2004, dan data dari berbagai media
lokal dan nasional.
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Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa partai-partai yang mem-
peroleh suara kecil dalam pemilu legislatif justru mampu memperoleh
kemenangan dalam Pilkada mengungguli calon yang diusung oleh
partai pemenang Pemilu Legislatif. Salah satu contoh yang cukup
dramatis adalah Pilkada di Kabupaten Banyuwangi. Pasangan calon
yang didukung oleh sekelompok parpol kecil yang tidak mempunyai
kursi di DPRD ternyata mampu menang dalam Pilkada. Hal ini meng-
indikasikan bahwa pasangan calon lebih menentukan pemenangan
Pilkada dibandingkan dengan gabungan parpol yang mengusungnya.
Kompetisi dalam Pilkada lebih merupakan persaingan antar pasangan
calon dibandingkan dengan persaingan antar parpol atau gabungan
parpol pengusung calon. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun
pencalonan dalam Pilkada harus melalui parpol, tetapi sebenarnya
calon-calon yang berkompetisi dalam Pilkada adalah ‘calon
independen’, yaitu politisi yang basis dukungannya ada di luar parpol.

Walaupun demikian, dibukanya calon independen akan mem-
bawa implikasi baru dalam peran partai politik dalam Pilkada. Apabila
dalam Pilkada menurut UU No.32/2004 sebagaimana yang terjadi
selama ini parpol diperebutkan oleh para politisi yang ingin
mencalonkan diri, dibukanya calon independen akan membuat parpol
memperoleh pesaing. Para politisi yang ingin berkompetisi dalam
Pilkada mempunyai pilihan apakah akan melalui jalur parpol ataukah
melalui jalur calon independen. Besar kemungkinan para politisi yang
kuat akan mencalonkan diri melalui jalur calon independen daripada
melalui parpol. Dengan kata lain, jika dibuka calon independen, maka
persaingan dalam Pilkada juga bisa dibaca sebagai kompetisi antara
calon yang diajukan oleh parpol dengan calon independen.

Implikasi terhadap Pelembagaan Parpol

Selain diharapkan memperkecil praktek ‘jual beli perahu’ atau
‘jual beli tiket’ pencalonan dalam proses Pilkada, dibukanya peluang
bagi calon independen dalam Pilkada juga diharapkan akan
mendorong parpol untuk berbenah diri. Jika peluang bagi calon
independen dibuka, maka parpol akan dihadapkan pada munculnya
pesaing baru dalam Pilkada, baik dalam proses pencalonan maupun
pada tahap mobilisasi dukungan. Jika parpol tidak mempunyai
kontribusi bagi mobilisasi dukungan pemilih, maka tidak ada lagi
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relevansi bagi politisi untuk mencalonkan diri melalui parpol. Jika
parpol tidak melakukan penguatan kelembagaan dan memperbaiki
citranya di mata masyarakat, parpol akan semakin ditinggalkan oleh
para politisi yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada maupun para
pemilih dalam Pilkada.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah harapan bahwa
dibukanya calon independen akan membawa implikasi bagi upaya
pembenahan kelembagaan parpol di daerah. Belajar dari pelaksanaan
Pilkada selama ini, upaya tersebut menghadapi beberapa kendala yang
serius. Sebagaimana akan dielaborasi di bawah ini, pelembagaan parpol
akan dihadapkan pada dua kendala besar, yaitu konflik internal parpol
yang banyak terjadi dalam proses Pilkada dan kerentanan basis ideologi
parpol yang tercermin dari basis koalisi.

Konflik internal parpol dalam proses Pilkada menggejala di
banyak daerah dan di banyak parpol. Konflik ini terjadi baik antar
tingkat organisasi partai, maupun antar organisasi partai dengan
massa. Hal ini bisa dimengerti karena karakter partai politik di Indo-
nesia yang terkesan masih sangat sentralistis. Dimana proses
pengambilan keputusan kebanyakan masih didominasi oleh kalangan
elit partai. Kecenderungan oligarki partai ini mengakibatkan
termarginalkannya peran dan partisipasi massa atau kader di daerah.
Kekecewaan pengurus di daerah atau massa pendukung inilah yang
kebanyakan menimbulkan konflik terbuka pada tahap pencalonan
kandidat Pilkada melalui partai politik. Tabel berikut menunjukkan
beberapa konflik yang terjadi pada tahap pencalonan dalam Pilkada.
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Tabel 2
Contoh Konflik Internal Parpol dan Antara Parpol Dengan Pendukung
dalam Proses Pilkada

| DPC Demokrat gagal epol -

1 DPC-DPAC Depok-Jawa Barat | kesepakatan antar DPAC
dalammemilih kandidat
Surabaya-Jawa DPC Demokrat melukai pimpinan
2. DPC-DPAC wravayaia DPAC yang mengkritisi sistem
Timur .
pencalonan internal
Semarang-Jawa Kandidat yang diusulkan oleh DPC
3. | DPD-DFC Tengah Demokrat ditolak oleh DPD
Kandidat yang diusulkan oleh DPC
4 DPP-DPC Bandar Lampung Demokrat ditolak oleh DPD
5 DPD-DPC Bangka Barat- Beberapa kader diproses untuk
’ ) Bangka Belitung dikeluarkan dari struktur DPC PAN
Provinsi Sumatra | Beberapa kader dikeluarkan dari
6. | DPP-DFD Barat struktur DPD PAN
7 Intervensi DPP Kalimantan Kanto_r pusat (I?PP) PDIP
Tengah mengintervensi proses pencalonan
Boyolali-lawa Kandidat yang direkomendasikan oleh
8. | DPP-DPC Tengah DPP PDIP ditolak oleh DPC
Beberapa elit DPC PDIP diberi
9. DPP-DPC Solo-Jawa Tengah hukuman dari pusat (DPP)
. Ketapang- Kandidat yang direkomendasikan oleh
10. | DPP-DPC Kalimantan Barat | DPP PDIP ditolak oleh DPC
Sintang- Beberapa kader dikeluarkan dari
11| DPP-DPC Kalimantan Barat | struktur DPC PDIP
Kandidat yang diusulkan oleh DPD
12. | DPD-DPK Sleman-DIY PKPB tidak memperoleh dukungan
dari kalangan massa pendukung
: OKU Timur- Kandidat yang direkomendaikan PDIP
13. | Kaderpartai | g . traSelatan | ditolak oleh konstituen
Elite PDIP tidak memperoleh
. I . dukungan dari partai dalam
14. artai
Kaderp Provinsi Jambi pencalonan, meskipun didukung dari
| partai lain
Kandidat yang memperoleh dukungan
. Banyuwangi Jawa | dari massa pendukung tidak
15. | Kader partai Timur direkomendasikan oleh organisasi
PDIP

Sumber : Kompilasi dari berbagai media lokal dan nasional selama April-Mei

2005.
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Beberapa kasus konflik di atas mengindikasikan beberapa hal.
Pertama, hal tersebut menandakan bahwa demokrasi internal parpol
tidak terjadi dan struktur organisasi partai di Indonesia kebanyakan
masih tersentralisasi. Dalam kasus ini, meskipun Pilkada adalah
kepentingan lokal, dan merupakan bagian dari demokrasi lokal, namun
elit pusat masih banyak ikut mengintervensi proses pencalonan.
Akibatnya, konflik terbuka antar tingkat organisasi partai tidak bisa
dihindari. Kedua, munculnya konflik ini juga menunjukkan marginali-
sasi massa dan kader di daerah dalam proses pembuatan keputusan
partai. Pola kepemimpinan partai yang bersifat oligarkis mengakibat-
kan terbatasnya ruang partisipasi massa dalam proses pembuatan
keputusan partai. Hal ini menyebabkan lahirnya konflik antar
organisasi partai dengan kader pada level akar rumput sangat sering
terjadi. Hal ini bisa dipahami mengingat massa akar rumput merasa
tidak puas terhadap proses pencalonan dan dengan kandidat yang
diatur dari organisasi partai.

Implikasi terhadap Pola Koalisi Antarparpol

Pelajaran penting lain yang bisa diperoleh dari kiprah parpol
selama Pilkada Langsung periode 2005-2006 adalah basis koalisi antar
parpol dalam proses pencalonan pasangan calon Kepala Daerah. Hal
ini bermula dari ketentuan pasal 59 ayat 2 UU No 32/2004
mengamanatkan bahwa pengusulan pasangan calon hanya bisa
dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPRD atau 15%
akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang
bersangkutan. Persyaratan ini jelas hanya bisa dipenuhi oleh partai-
partai besar seperti Golkar, PDIP, dan PKB di daerah-daerah yang
menjadi kantong suaranya. Sementara bagi partai-partai kecil lainnya,
syarat ini sangat sulit untuk dipenuhi, kecuali mereka mau berkoalisi
dengan partai lain. Disamping itu sebagai upaya untuk bisa
memobilisasi dukungan massa, maka koalisi menjadi salah satu solusi
yang paling banyak ditempuh oleh kalangan partai untuk mengusulkan
calon dalam pilkada.

Berdasarkan data sampai bulan Agustus 2005, dari total 183
Pilkada, hanya terdapat 65 pilkada yang dimenangkan oleh kandidat
dari partai tunggal tanpa koalisi. Dimana dari total 7 pilkada untuk
pemilihan gubernur, hanya ada 2 pilkada yang dimenangkan oleh
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